BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Memimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
perlu  diatur pedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Men,cingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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3 vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

=2

2. Undang-Undang Nomwor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat 1l Tapin dan Daerah Tingkat 1l
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat [I Di  Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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6. Undang-Undang Nomior 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Ketapang
Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 93);

10. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021
Nomor 92);
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MENMUTUSKAN :

Menetapk an : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
g

10.

Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Dewan Penwvakilan Rakyat Daerah yang selanjurtnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRD sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ketapang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi
dan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah
Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingk at
PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di

lingkungan Pemerintah Daerah.
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Daftar Informasi dan Dok umentasi Publik vang selanjutnva disingkat DIDP
adalah catatan yang bensi keterangan secara sistematis tentang seluruh
mformasi dan dokumentasi publik yvang berada dibawah penguasaan
Pemenntah Daerah udak termasuk informasi dan dokumentas: vang
dikecualikan

Ruang Felayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnva vang bertujuan untuk
memfasilitasi penvampaian informasi din dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnyva disingkat SIDP
adalah sistem penvediaan lavanan informasi dan dokumentasi secara cepat.
mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbuk aan Informasi Publik.

Pen_gguna informasi publik adalah orang yvang menggunakan informasi

publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia vang mengajuk an permohonan informasi publik sebagaimana
cdhatur dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi publik.

Petugas informasi adalah petugas yang memberikan Pelayanan kepada
pemohon secara cepat tepat waktu dalam mengajukan permohonan.
Komisi informasi adalah adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapk an petunjuk teknis standar layanan Informnasi Publik dan
menvelesaikan  Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikas.

Forum Kkoordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan  Dokumentasi
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID adalah wadah
komunik asi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID.
Informasi publik adalah informasi yang dihasilk an, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berk aitan dengan
pemelenggaraan badan publik lainnya serta Informasi lain vang berk aitan

dengan kepernungan publik
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Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik.

- Sengketa informasi publik adalah selgketa yang terjadi antara badan publik

dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik
vang berkaitan dengan hak Memperoleh dan/atau menggunakan informasi
publik berdasarkan pevaturan perundang-undangan.

Informasi adalah keterangan, pernvataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan info'masi
publik.

Badan publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah,
atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar Negeri.

Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan meligenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Orang adalah o'ang perseoralgan, kelompok orang, badan hukum, atau

badan publik.
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BAB 1i
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman pengelolaan pelavanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan pelayanan
informasi vang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan

pendokumentasian serta penetapan PPID.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk

menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB Il1I
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pasal 4

(1) Informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan publik, kecuali informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

(2) Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat
diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat
diakses dengan mudah.

(3) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3] didasarkan pada pengujian atas
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa
menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan

yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
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BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan antara lain :

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;

b.informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak schat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/
atau

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan SIDP yang dapat
diakses dengan mudah yang melekat pada sub domain masing-masing

Perangkat Daecrah.

BAB V
PPID
Pasal 7

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan dengan
membentuk PPID dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Pejabat Struktural
vang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dok umentasi

dan/ atau kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
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Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin dani PPID Utama dan PPID
Pembantu pada PLID

PPID Utama sebagaimana dimaksud pada avat (3) bertang gungjawab k epada

Bupati melalui Sekretans Daerah

PLID sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB V1
KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PPID
Pasal 8

PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu vang berada di lingkungan
perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional.

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan,

dan/atau pejabat fungsional.

Pasal 9

PPID Utama bertugas :

menyusun dan melaksanakan kebijakan iformasi dan dok umentasi;
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi,
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

menvimpan, mendokumentasikan, menyvediakan, dan memberi pelavanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masvarakat;
melakukan  pembinaan, pengawascan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh
PPID Pembantu;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerjn secara berkala dan/atau
s esuai dengan kebutuhan;

mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipubhk asikan;

Dole umen int telah ditandatangani s ceara elektronik menggumak an sertrik at elektronik
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menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi,
dan

membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

PPID Utama berwenang :

a.

(1)

menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan
PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik; dan

menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat,
mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi.

Pasal 11

PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan
kewenangannya,

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan,;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup
komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi

bahan informasi publik; dan
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. menyampaik an laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau
sesuai k ebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana

khususnya pada seckretariat DPRD bertugas untuk :

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk

menctapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

BAB VII
KELENGKAPAN PLID
Bagian kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 12

Struktur organisasi PLID Kabupaten Ketapang terdiri dari :

a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon IL.b. di lingkungan
Sekretariat Daerah, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat
yang menangani bidang hukum;

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon Il yang Menangani informasi dan
dokumentasi serta kehumasan;

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang
mengelola informasi dan dokumentasi;

f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

g Pejabat Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
SOP PPID
Pasal 13

(1) Jenis-jenis SOP PPID antara lain :

a. SOP Penetapan Dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini;
b. SOP Mckanisme Permohonan Informasi Publik Secara Tertulis sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Bupati ini,
c. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan sesuai denhgan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
d. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
¢. SOP Contoh Format Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini; dan
f. SOP Penanganan Sengketa Informasi sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
(1) Jenis-jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
DIDP
Pasal 14

(1) DIDP paling sedikit memuat :
a. homaer;
b. ringkasan isi informasi,
c. pejabat atau Perangkat Daerah yang mempunyai data/ informasi;
d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia; dan
g. jangk a waktu penyimpanan atau retensi arsip.
(2) DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dimutakhirkan

secara berkala oleh PPID Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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(3) Kescluruhan  informasi dan dokumentasi publik  yang sudah
dipublik asikan harus diserahk an k epada Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Ketapang untuk dilestarik an dan diklasifikasi men jadi
bahan pustak a.

(+) DIDP sebagaimana dimak sud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

PPID Utama.

(5) Contoh format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Baeian Keemipat
RPID
Pasal 15

(1) RPID bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
SIDP
Pasal 16

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelayanan informasi publik.
(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

Bagian Keenam
LLID
Pasal 17

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh badan publik paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi
Informasi Pusat.

(3) LLID paling sedikit memuat :
a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi

publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

L. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

publik, antara lain;

Dokun}en i{u' telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifi kat clc_ktronik
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sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan dokumentasi
publik yang dimiliki beserta kondisinya;

sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan
dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan

anggaran pelayanan Informasi dan dokumentasi publik serta

laporan penggunaannya.

c. rincian pelayanan Informasi dan dokumentasi publik yang meliputi;

1%
2.

jumlah permohonan informasi publik;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi publik dengan klasifikasi tertentu;

jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

jumlah permohonan Informasi publik yang ditolak beserta
alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi;

|
2,
3.

jumlah keberatan yang diterima;

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
jumlah permohonan penhyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yang berwenang; dan

hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi
yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan

pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan pelayanan

informasi dan dokumentasi publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas

pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

(4) Format LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran [X Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang harus tersedia setiap

saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik

dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
oleh atasan PPID.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elqlnronik
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(41 LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ak an dilaporkan oleh Bupati

sebagai bagian dalam laporan penvelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan
Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan
dok umentasi publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yvang alokasinya diserahkan kepada Perangkat Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PEMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal20

Femohon informasi dan dokumentasi meliputi:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. lembaga swadaya masyarakat;
d. organisasi masyarakat;
. partai politik; dan
badan publik.

R )

Pasal 21

Pemohon Informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yangjelas;

c. menvampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan; dan

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan

dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pasal 22

Setiap pemohon informasi dan dokumentasi publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada
Pemerintah Daerah secara tertulis atau tidak tertulis.

Prosedur permohonan lavanan informasi publik dan dokumentasi sebagai

berikut:

a. pemohon informasi publik mengajukan pemohonan informasi publik
sccara tertulis mauptn online dengan cara mengisi formulir sesuai
dengan format scbagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan
Bupati ini;

b. permohonan disampaikan pada jam kerja yaitu mulai dari jam 09.00

sampai dengan jam 15.00 WIB;

PPID mencatat pada buku register permohonan informasi sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;

d. PPID Utama dan/atau petugas informasi mencatat nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan
format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh
pemohon informasi publik;

e. formulir permohonan informasi diserahkan kepada PPID Utama
dan/atau pembantu yang diserahi mandat oleh PPID Utama untuk
diteruskan kepada PPID Pelaksana paling lambat 1 (satu) hari kerja
berikutnya setelah diterimanya formulir tersebut; dan

f. PPID pembantu bertangung jawab untuk menjawab permohonan
informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya
permohonan tersebut.

PPID Utama dan/atau PPID pembantu dan/atau petugas informasi
mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan sccara tidak tertulis.
PPID Utama dan/atau PPID pembantu dan/ atau Petugas Informasi
memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa
nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, P’PID

Utama menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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informast vange dimmta baik berada i bawah peng uasaaaomya ataupnn
hdalk,

Spenenmaan adbia penolakan permintaan atas informasi deng an alasan
sesuni ketentuan peraturan perundang-undmpan; dan/atau

c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.

PPID Utama memberitahukan badan publik yang menguasai informasi
yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi yang diminta.,

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai
ketentuan  peraturan perundang-undangan, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya.

Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimk an
pemberitabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7

(tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BABIX
KEBERATAN DAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 23

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi;

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan Informasi; dan

B m e

penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur daliun
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk aan Informasi

Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat (-I(Tklmml\'
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Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah
pihak.

Pasal 24

Keberatan diajukan oleh pemolhion informasi publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanva keberatan secara tertulis.

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan, apabila atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

PPID Utama dan/atau PPID pembantu dan/atau petugas informasi
mencatat pada buku register keberatan sesuai dengan format sebagaimana
tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini dan menyampaikan
formulir keberatan atas pemberian informasi kepada PPID sesuai dengan

format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 25

Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi sesuai dengan
kewenangannya, menerima permohonan seligketa informasi yang diajukan
pemohon informasi karena tidak mencrima alasan tanggapan atasan PPID.
Pengajuan sengketa informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemohon informasi dalam wak tu paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.
Pasal 26

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati melalui atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh
PPID Utama.

- cea i ilie
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(M Keputusan prerctapan Tim Fasilitas: Sengketa Infonnaal juga bherfungm

sebagal surat kuasa untuk bersidang mewalali Pemenntah Daerah o
Komisi Informasi Daerah sesuai dengan kewenangannya

() Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID  Utama  dan
beranggotakan PPID pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum
dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai kebutuhan

(5)  PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID pembantu
terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan
pihak lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi
dilaksanakan berdasarkan arahan atasan PPID.

(7} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan proses penanganan

dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.

BABX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang Mmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daecfah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 15 September 2022

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 15 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd
ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 81
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

fK a arhHukum Sekretariat Daerah j .

N/ Ka fen K:etapang,

SETD
\\4‘ MIRTARIA, SH, MH.
NE 7578 8Abina Tingkat |
TNIPET0700703 1999 03 1007

%
>
Ly
Q.
*

{
\
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LAMPIRAN |
PERATURAN BUPAT!I KETAPANG
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN

INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Pembina
Bupati
Wakil Bupati
I
Pengarah Tim Pertimbangan
Sekretaris Daerah Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat
Selaku Atasan PPID Daerah dan Pejabat Yang Menangani Bidang
Hukum
1
PPID Utama
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kabag Setda

PPID Pembantu
Sekretaris Perangkat Daerah,

Bidang Pendukung
Sekretariat PLID

Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi
Informasi

Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

Bidang Fasilitasi
Sengketa Informasi

Pejabat Fungsional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat ele.ktronik
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STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DE LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Atasan PPID
Kepala Perangkat Daerah

PPID Pembantu
Sekretariat Perangkat Daerah, Kabag Setda

Sekretaris
Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag, Kasubbid
Atau Kasi Perangkat Daerah

Bldang Pengolahan Data Bidang Pelayanan Informasi Bidang Fasilitasi
dan Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Sengketa Informasi

BUPATI KETAPANG,
ttd

MARTIN RANTAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
ian Hukum Sekretariat Daerah ly
N

ITARIA. SH .MH.

'\_.f‘. S €mbina Tingkat I
2I AN BA 9700703 1999 03 1 007
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PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 81 TAHUN 2022

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI Dl

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

CONTOH FORMAT

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Logo Pemda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022

n b

Dok umen trf welah diandaran gani seca:-a elekironik menggunakan sertifikar elexktronix
3 1 S L

vang diterbirkan oleh Balai Serufi<asi Elek tronik (BSrE), Badan Siber ¢an Sanci Nega:-a
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berisi uraian deskripsi yang melatarbelakangi pembuatan laporan LLID.

B. Dasar Penyelenggaraan

Poin-poin regulasi dari dasar penyelenggaran PPID dan LLID.

C. Tujuan

Poin-poin yang menjelaskan tujuan bagi penyelenggaran dan pelaksana
pelayanan publik serta para pengambil keputusan.

..................................................................................................................

Dokumen 1ni telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elgklronik
vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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BAB 11

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KETAPANG

A. Pengertian
Menjelask an definisi dari:
1. Informasi.

.........................................................................................................

4. Dan lain-lain.

B. Tugas dan Tanggungjawab PPID Berisi uraian deskripsi mengenai tugas dan
tanggung jawab dari PPID.

C. Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik,
berikut terdapat ceklist tabel tanda kelengkapan pengelola informasi publik.

Tabel 2.1 Tabel Tanda Kelengkapan Pengelola Informasi Publik

Keterangan

T A— B | Ada i Tidak
1. Daftar Informasi Publik (DIP) l
2 Standar Operasional Prosesur (SOP)
3. Buku Registrasi [
4.  Formulir Permohonan Informasi
Publik

I'5, Formulir Permohonan Keberatan T'

Kelengkapan PPID

Dok umen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elck:.ro::ik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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| 10. | Petugas Front Desk (Layanan PPID)

33

6. Formulir Tanda Bukti Penerimaan |
 Permohonan
Formulir Tanda Bukti Penerimaan |
Keberatan
8. | Meja Pelavanan Informasi

9. | Informasi Publik melalui Website

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik.

Berisi poin-poin mekanisme permohonan informasi public sebagai contoh:

1. pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir

permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan
pengguna informasi,

Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publik kepada pemohon informasi publik;

petugas melakukan proses permintaan pemohon informasi publik sesuai

dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani
oleh pemohon informasi publik; dan

4. dan seterusnya.

Jangka Waktu Penyclesaian.

1. proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi

publik dilakukan setelah pemohon informasi publik  memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan;

2. waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterima permintaan, PPID pembantu akan menyampaikan
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah

penguasannya atau tidak dan PID dapat memperpanjang waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan

3. Dan seterusnya.

Jumlah Permohonan Informasi Kapasitas dan area penanganan permintaan
informasi dari masyarakat meliputi kegiatan ruang parkir, ruang petugas
pelayanan informasi, pendaftaran informasi, petugas informasi, sarana dan
prasarana, dan kegiatan pengarsipan.

Tabel 2.2 Jumlah Permintaan Informasi Melalui Meja Layanan Informasi
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang Pada
PeriodedJanuari-April2021

Pemohon | Pelayanan

NO. e :

| Kelompok Jumlah | Selesai | Mediasi | Ajudik asi |
| 1. | Masyarakat/perorangan — 1:
2. | SKPD - — .
3. | Kantor Desa/Kelurahan '
| 4. | Perguruan Tinggi D | ]
| S Ileinmgs = |
. Jumlah == T |

Dokumcn ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat clektronik
vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Q.

Analisa Data Layanan Informasi Publik

1.

,("')

Bahwa permintaan layanan informasi publik ke Dinas Komumlass dan
Informatik a Kabupaten Ketapang dari Bulan Januari sampal Maret 2021
sebagian besar dari k alimpgan masyarale ol Jenis informasi yang dinnnta
berupa  imformasi  setiap saat  daliun bentuk pedanyaan te ntang,
perssaratan mengurus dokumen kependudukan berupa ke pegar aean
akta  kelahiran,  akta  perkawinan/  percerainn,  akta kematian,
Kepengurusan KK, KIA; KTP serta perubahan elemen data,

Pamflet persvaratan kepengurusan serta standar pelayanan publik yang
telah diumumk an melalui website dan media sosial belum menculs upi
dalam memberikan informasi karena perigtiwa penting yang, dialami
penduduk ak an membuat persyaratan menjadi berbeda-beda.

Dan lain-lain,

Dokumen ini telah ditandatangani sccara elektrontk menggunakan sertifikat elektronik

vang diterbitk an oleh Balai Sertifik asi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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BABIII

RENUTUP
A, Simipulan.

1. Penyelenggaraan layanan informasi publik terhadap masyarakat sampai

saat it pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan,
walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi namun sudah
banyvak veang terlihat hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan
informasi publik di PPID pembantu adalah perlunya memperbailci secara
kuantitatif dan  kualitatif seclain itu hasil kerja dan mekanisme

pencapaian yvang masih kurang, terutama cara pelayanan terhadap
peminta informasi secara baik.
3. Dan lam-lain.

PO

B. Saran-saran.
Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan
beberapa saran sebagai berikut:

1. diperlukan ruang pelayanan untuk meja informasi yang lebih
representative;

2. memasukkan data informasi wajib, dan data kegiatan lain ke website
PPID pembantu; dan
3. perlu pengadaan sarana dan prasarana pendukung berupa fax, telepon,
k omputer pada bagian meja informasi.
Ketapang,
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ketapang
fisimse e R )
NIP.
BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN
Sesuai dengan aslinya
/l' alh KX i u k u m Sekretariat Daerah
Q ) N aten Ketapang,
'S 2\,
(f-‘« SE 10 A S -,
W ARIA. SH, MH.
\ 4 Y . .
\ » pémbina Tingkat |

K
~de=16700703 1999 03 1 007

Dok umen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifi kat elelktronik
% vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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LAMPIRAN X1
PERATURAN BUPATI KETAPAMNG

NOMOR 81 TAHUN 2022

TANGGAL 15 SE PTEMBER 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN  PELAYANAN
INFORMASI DAN  DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)

Informasi Pengajuan Keberatan

Nomor Registrasi Keberatan

Tujuan Penggunaan Informasi

Identitas Pemohon

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/E-mail

Identitas Kuasa Pemohon

Nama

Alamat

Nomor Telepon/E-mail

Alasan Pengajuan Keberatan ***

[ Permohonan Informasi ditolak.

............................................

.................................................

...........................................

Informasi berkala tidak disediakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik mengpunakan smlil’ik:‘\l ('lrktmm_k
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Permintaan informasi tidak ditanggapi.

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagimana yang diminta.
Permintaan informasi tidak dipenuhi.

Biava yang dikenalcan tidak wajar.

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.
C. Kasus Polisi (Tambahlcan kertas bila perlu).

D. Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan :

[tanggal], (bulan], (tahun] (diisi oleh petugas) ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya

saya ucapkan terima kasih.

................. (tempat), ...........[tanggal], [bulan],
[tahun] #*+*
Mengetahui
Petugas Infiormasi Pengajuan Keberatan
(Penerima Keberatan)
Nama dan Tanda Tangan e e T

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :
*Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
*~ldentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dapat melampirkan Surat Kuasa.

»=*Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP,dipilih oieh pengaju keberatan sesuai dengan alsan
keberatan yang diajukan.

*++*++Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan
dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.

BUPATI KETAPANG,
Salinan Sesuai dengan aslinya

a8 ian Hukum Sekretariat Daerah% td

upaten Ketapang
) i

SE n Z4 .
T'rl ARIA, SH, MH. !

Y 8 ®gnbina Tingkat I
N7 4 ]WeM700703 199003 1 007

MARTIN RANTAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara clektronik menggunakan sertifikat elclktronik
vang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner
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